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BUPAT JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 9 TAHUN 2008 

TENTANG 

PEN.JABARAN TUGAS DAN FUNGSI 
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN JEPARA 

BUPATI JEPARA 

a bahwa dalamn rang.a pelaksanaa Pasal 52 ayat (1) 
Peraturgn Daerah Kabupalen Jepara Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Organises dan Tata Kera Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Jepara, mnaka perlu ditetapkan 
Penjabran Tugas an Fungsi Badan Pemberdayaar 
Perempuan dan Keluarga Berancana Kabupaten Jepara 

Mengingat 

b bahwauntuk ma#sud terse but hurufa, peril itetapk.an 
dengan Peraturan Bupatr 

1 Undang-Uodang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalarm 
Ling#ungan Propinsi Jarwa Tengan, 

2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentuk.an Peraturan Perundang undangan 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republk 
Indonesia Nmgr 4389) 

3Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Namor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Republk Indonesia Norr 4437) 
sebagaimana telah beberapa kahi diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republk Indonesia Nam&r 4844) 

4. Undang-Uodang Nomot 33 Tahun 2004 tentang 
Perirnbangan Keuangan antara Pemenintah Pusat dan 
Peerintah Derah (Lembaran Negara Republik 
ones Tanon 0!8 1as, Tama«" 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norm&r 4438) 
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5. Peraturan Pemenintah Nomor 79 Tahun 2005 entang 
Pedoman pemnbinaan dan Pegawasan 
Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomr 165 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 
4593) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pererintahan Antara Pemerintah 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 
Daera Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tatun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4737) 

7 peraturan Peerintgh Noor 41 hun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Repubhik Indonesia Tahun 200 Namor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norr 4741) 

8. Peraturan Presiden Nomor 
Pengesahan, Pengundangan 
peratura Perundang-undagan, 

Tahun 2007 tentang 
dan peryebarluas.an 

Menetapk.an 

9 Peraturan Daerah Kabupaten Jeparg Nomor 3 faun 
2008 tentang Urusan Pererintahan Yang Menjadi 
Kewenangen pemnerintaha Daerah Kabupaten Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 
Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepars Tahun 2008 Nomar 2) 

10 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahu 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepare Tanun 2008 Nomnor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Namor 
8) 

ME MUTUSKAN 

PERATURAN BUPAT TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN 
FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEPARA 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Delam Peraturan Daerah ini yang dimnaksud dengan 
1 Daerah adalah Kabupaten Jepara 
2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebag#i unsur 

penyelenggara pemerintaan daera.h 
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3. Bupati adalah Bupati Jepara, 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretanis Daerah Kabupaten Jepara 
5 Baran Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana aiatah Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara 
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Badar 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
Kelompok Jabatan Fungsional ala'ah Kelompok Jabatan Fungsional yang 
berada pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

BAB I 

SUSUNAN ORGANISASl 

Pasal 2 

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan erempuan dan Keluarga Berencana 
ter(din dari 
1 Kepala 
2 Sekretariat , membawahi 

g Sub Bagan Perencanagn an Evaluasi 
b. Sub Bagian Keuangan 
c. Sub Bagan Umum dan Kepogawaian 

3. Bidang Pemberdayaan Perermpuan 
a Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan 
b Sub8dang Perlindungan Anak 

4 Bidang Keluarga Berencana, membawati 
a Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi 
b. Sub Bidang elayanan Keluarga Berencaa 

5. Bidang Keluarga Sejahtera, membawat 
a Sub Bidang Pemberdayaan Kela'ga 
b. Sub Bidang Ketahanan institusu 

6. Unit Pelaksana Teknis Badan 
7 Kelompok Jabatan Fungsional 

BAB IHI 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Pasat 3 

Baan Pemberdayaan Perempuan an Keluarga Berencana mempunyai tugas 
pokok melaksanakan penyuSunan da pelaksan.a.an kebijak.an d@rah ser ta 
membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan qaerah dalarm bidang 
pemberdaya.an perempuan dan keluage berencan.a 

Pasal 4 

Untuk menyelengarakan tugas sebagaiana dimaksud dalam Pass! 3, Badan 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berenana mermnpunyai fungsi 
a perurusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 
b pemberian dukungan at.as penyelengarean pemerintahan daerah sesual 

dengan ling/up tugas0ya 

I 
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c pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan 
d. pelaksanaan tugas lain yang dierikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya 

Bagian Kecdua 

Kepala 

Pasal 5 

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai 
tugas merimpin dan bertanggungarwab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 
Pemberdayaa Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasat 4 dan Pasal 5 

Bagan Ketiga 

Sekretaniat 

Pesa 6 

(1)Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat-menyurat, 
perjalanan dinas, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, 
permetiharaan dan penyusunan prograrn, evaluasi dgn taporan 

(2)Sekretaniat dipimpin oleh seorang Sekretanis yang berada dibawah dan 
bertanggungiarwab kepada Kepal Badan Pemberdayaa Perempuan dan 
Keluarga Berencena 

Pasat 7 

ntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pgsal 6, Sekretaniat 
mempunyai fungst 
a perencanaan, evaluasi dan laporan 
b penyelengaraan surat feyufdt,keasipan1, kerurah Mangan an per1ala01a0 

dinas, 
c pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan dokumentasr, 
d peryajan bahan kebiakan pimpinan, 
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibeokan oleh Kepala Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai tugas dan fungsinya 

(1)Serotaniat terditi dari 
a Sub Bagian Perencanaan dan Evaluas 
b. Sub Bagian Keuangan 
c Sub Bagian Umum dan Kepegawaan 

(2)Masing-masing Sub Bagan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin olet 
seorang Kepala yang berada di.bawah dan bertanggungarwab kepada Sekretanis 

Pasai S 

Sub Bagign Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan 
evaluasi pelaksanaan1 pr0ran keg/at.a7 4eta lap0ran Ins.tan1Sl 



Kn6!5 Renena Ksia &n a€latr 6

cpe|aknasnpsnPsunanl@a

dFakgnaanpeigumpula'FElik
m€nybpkan bM 146 bcir Bfu

tsnyusunan ra@n ses6' enlan e4 t€3sly,:
Fiokood'nasanFyE@

Pdapdd.npdjds i lankeFnaalassnny3mluk
meiyeies kan nas,h sd 'ryka (a3$ya:

9d.'@haA

kj*'.$sihlkup|u0.9ya

d4 .Er@6i kdja bmhannya
t Sd 8ds'i Pd6€tal dar E\ak,

Slb Bas an Keleos

bpenyusunananggs'dm]ab4

€kap'tul8si tu dobms'asi p€larsa@i bmF b4sure 6 bk ranes^s;
dp"14 . ' J@mpen i [4J6FdJ@45*b ' ' ! . La^gd

d|ingk4flglke]2
e | :ng*aadnn* !k€u4g , id5 i

j Fnskddmia pd:ll€IBl d€6j46 tu rilgbp hesnF
t kBts s45i hn!top osasnya

pds cF 6 ke€4.n seisi inqbp

opembDbn|apdfl*uidg]q,.b&no''rq:snva;
Payiald' bfu pffus kebiM

tsd@td-pdmM'oabp*
menyesaikml]*bhfu!.€bpt1r4a:

Pas! 10 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairmana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian 
perencanaan dan Evaluasi mempunyai tungsi 
a perencanaan kegiatan dan pengendatan program kera, 
b peryusunan dan mengkoordinasikan perryusunan Renana Strategig Penetapan 

Kinerja, Rencana Kera dan Anggaran dan Laporan pertanggungiawaban 
Pemerintah Daerah 
pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansgi Pererintah dan 
laporan-laporan insidenti, 

d. pelaksanaan pengumpulan, peneltian, analisa, pengelolaan, peryaijian data dan 
mnenyiapkan baan lap0ran kinenja Baan Seta meyusun Dahan perbinaa 
organisasi dan tatalaksana 

6 penyusunan laporan sesuai dengan bi«dang tugas0ya 
f. pengkoordinasian penyiapan bahan perurusan kebijak.an teknis di bidang 

Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, peneltian dan membuat 
pelaporan kegiatan badan 

g pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk 
mnenyelesaikan masalah sesuair hingkup tugas0ya 

h pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai ling#up 
tugas0ya 
pelaksanaan monitoring dan evaluagi kinetja sesuai lingkup tugas0ya 

j peryiapan bahan peryusunan lapoan kinerja dan keuangan sesuai ling/up 
tugas0ya 

k. pelaksan1a8an1 pembinaan1, peilaan an evaluasi kinerja bawaha107ya, 
l penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perenanaan dan Evaluasi, 
m pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Sekretans sesuai dengan 

lugas dan fungsinya 

Pasal 11 

Sub Bagi Keuangan memnpunyai tugas melaksanakan administrasi penata 
usahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungiawaban arrinistrast 
keuangan 

Pasal 12 

Untuk meryelenggarakan tugas sebagaimana dimak sud dalam pasat Pass4 11 Sub 
Bagian Keuangan mempunyai fungsi 
a perencanaan keuangan Badan 
b penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung 
c pelaksanaan kegiatan perbe1aha0a.an meiput pembukuan, veifik.a.sl, 

rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung 
d penyusunan laporan pertitungan dan pertanggungiawaban keuangan 
e. pelaksanaan k0ordinasi Seara intern.al i ling.ungan untie]a 
f pelaksanaan dan peg0orhoasin pengelolaan a0in/srars euangan dan 

akuntans Badan, 
g pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya 
h. pengkoordinasian penyiapan bahan perurusan kebijakan tskis di.bidang 

keuangan, 
pemberian saran, pendapal 0d.an pertimbangan epad.a a.la1$a.007y% uIntuk 
menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya 

j pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya 
k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya 
l perryiapan Dahan penyLunan lap0ran inerja an keuagain sesuai ingup 

tugasnya 
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m pelaksanaan perbinaan, peril@ian dan evaluasi inerja bawahan1yal 
n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenkan oleh Sekretaris sesuai dengan 

togas dan tungsinya 

Pasal 13 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas meryelenggarakan urusan 
surat menyurat, kearsipan. kerurahtanggaan, perjalanan dinars, pertengkapan, dan 
epegawaran 

Pasal 14 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalgm Pasal 13 Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi 
a penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang 
b peyusunan data 0an1 000/04$lfsi inventaris kanor 
c pelaksanaan etatalaksa0a.an1 uur mehpu administrasi ururn, Surat 

menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian 
d pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas 
e pelaks@naan p00gad.a.an $a0a0a 0a.01 p4as.a a00a perk.ant0an 
f pelaksanaan pengelolean barang inventarisasi kantor, 
g pelaksanaan tugas pembinaan administrasi urum dan kepegawaian 
h pendayagunaa SDM program telatih serta perencanaan dan penyiapan 

ompetenmsi SOM program yang dibutuhkan daerah 
Peretapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB 
Peryediasn dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB 

k. Perediaan duungan operasional penyuluh KB 
f Pomanfaatan pedoman pelaksanaan perilaian angka kredirt jabatan fungsionall 

penyuluh KB 
m Pengurusan mutasi, dklat, kesejahteraan peg&rwai, hak dan kewaban pegawar 
n Pelaksanaan koordinasi secarg internal di hingkungan unit kerja 
o. Pelaksanaan kehumasan dan 6pr0l0kolan, 
p Pengkoordinasian peryiapan bahan perurmusan kebiakan teknis di bidang 

Ururm dan kepegawaian, 
a. Pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan0ya untuk 

meryelesaikan masalah sesuai lingkup tugas0ya 
pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai hingkup tugas0ya 

s Penyiapan Dahan penyusu.nan lap0rain kineja dan keua9an1 $suai bidang 
togasnya 

t Pelaksanaan no0nitoning dan evaluas, an membuat lap0ran ineja sesua 
lingkup tugasnya 

u Pelaksanaan pe0bin1aan, pe0laan an1 evalt.las.i kinerja barwa.hanny.a 
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dbenkan oleh Sekretaris sesuai dengan 
tugas dan tungsinya 

Bagian Keempat 
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pertindungan Anak 

Pasa 15 

(1)Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak mepunyai tugas 
melaksanakan perenaaan, penyepan den evaluasi program peningk.atan 
pemberdayaan perempuan dan peningkatan pertindungan anak, serta 
pemberdayaan keluarga 
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(2)Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh 
se0rang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungidrwab kepada Kepala 
Baden Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Pas! 16 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang 
pemberdayas Perempuan danerlindurgan Anak mempunyai fungsi 
a perenoa0aa, k0ordinarsi da evaluasi b»dang07y.a, 
b pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah 
• Pelaksanaan peningkatan kualtas hidup perempuan yang terkait dengan bidang 

pembangunan terutarmna di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan 
HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Daerah 

d pelaksa0a1an1 perindungain peremnpuan tenut.aa perlindungan ter ha0da1.p 
kekerasan, tenaga kera perempuan, perempuan lanut usia dan penyandang 
cacat, dan perempuan di daerah konfk dan daerah yang terkena bencana skala 
Daerah 

e Penetapan kebijakan dae rah untuk kesiahteraan dan perfindungan anal skala 
Daerah 

f Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemnanfaatan dan 
pony@bar luas.an sister informars gender dan anak skala Daer ah 

g Pemantauan darn evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem 
informasi gender dan anak skala Daerah 

h Peyusunan model inlomass data (mediasi dan advokas) skalg Daerah 
i Pelaksanan administrasi dibidangnya 
j Peigksanaan tugas-tugas lain yang dibenkan Kepala Sadan Pemberdayaan 

perempuan dan Keluarga Berencana sesuai tugas dan fungsuya 

Pasal 1 

(1Bidang Pemberdsyasn Perempuan da Pertindungan Anak terdii dart 
a Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, 
b Sub Bidang Pertindungan Anal 

(2)Masing-masing Sup Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
se0rang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungwab kepada Kepala 
Bitang Pemberdayaan Perempuan da Pertindungan Anak 

Pasal 18 

Sub Bidang Pemberdayaan Perempua mempunyai tugas pokok melakuk.an 
mengendalikart, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pemberdayaan 
perempuan 

Pasal 19 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalamn Pesa! 18 Sub Bidang 
Pemberdayaan Perempuan mempunyai tungsi 
a. Koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender skala 

Daerah 
b Perantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Daerah 
c. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang terkait dengan bidang 

pembangunan terutara di bidang pendidikan, kesehatan, ekonori, hukum dan 
HAM dan politik skala Daereh 

d Fasilitasi penyedian data terpilah menurut jenis kelamin skala Daerah 
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e. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang 
pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM politik, lingkungan dan 
so0sial budaya skala Dare.rah1 

f pelaksanaan, fasiltasi dan k0Ordas per hidungan pee0pan terutam.a 
periindungen terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut 
usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang 
terk@na bencaa skala Daera 

g pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepale Bidang Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai tugas dan tungsinya 

Pasal 20 

Sub Bidang 
mengendahi.an 

Perlindungan Aak memnpunyai tugas pOkOk 
dan evaluas pea.sa0a.an egal.a per 007dung.a7a01a.k 

Pasal 21 

melauk.an 

Uotuk melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Bidang 
Perlindungan Anak mempunyai fungsi 

Pelaksanaan dan penetapan keboak.an dalam rangka kes@gahteraan dan 
perlindungan anak skala Daerah 

2 Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pmbangunan 
3 K0ordinasi polaksanaan kosojahteraan dan perdungan anal skgla Daer ah' 
4 Penjabaran dan penetapan kebigkan sistemn informasi gender dan anak skala 

Daerah dengan merujuk pada kebijare.an arsiooval 
5. Pelaksanaan penoum?"Peogotahan dan anatisis, pemanfaatan dan 

ponyebarluas.an s4stern inf0mars gender an an1.ak 
• Analisis, pemnanlaatan, penyebarluas.an dan penokureMa San data ter pilah 

menurut jeris kelamin, khusus perempuan dan anak skala Daerah 
7 Pomantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sister 

informasi gender dan anak skala Daerah 
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di.benikan Kepala Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Pertidungan Anak sesuai tugas dan tungsinya 

Bagian Kelima 
Bidang Keluarga Berencana 

Pasal 22 

(1)Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan 
penyiapan dan evaluasi programn eluarga DerenCana 

(2)Bilang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawat 
dan bertanggungiawab kepada Kepala Baden Pemberdayaa Perempuan dan 
Keluarga Berencana 

Pesa 23 

Jntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Bidang 
Keluarga Berencana mempunyai fungsi 
a Penetapan kebiakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi, 

dan Eodukasi (KIE) skala Da6rah 
b. Pelakssen KIE etahanan ."_bereyaan ketuarga, pengoatan 

kelembagaan, dan janingan institusi program KB 
Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria 
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, 
baryi, dan anak skala Daerah 
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g Penyelenggaraan dukungan pelayanan fuijukan KB den kesehatan reproduksi 
operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB peningkatan partisipast pna 
penanggulangan mastah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu 
bayidan anak skala Daerah 

e Pengembangan materi penyelenggaraan jamninan dan pelayanan KB dan 
pembinaan peryuluh KB 

f. Pembinaan penyuluh KB 
g Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remnaja (KRR, pencegahar 

HIN/AIDS IMS, dan bahay NAPA skala Daerah 
h Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan Kepala Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai tugas dan tungsinya 

Pasat 24 

()Bidang Keluara Berencana terdii dari 
a Sub Bidang Komunikasi, informast dan Edukasi 
b Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana 

(3)Masing-masing Sub Bidang sebagammana dimaksud pada ayat () ipimpin olet 
se0rang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Bidang Keluaraga Berencana 

Pasal 25 

Sub Bidang Kruniksi informasi den Edukasi mnempunyai tugas pokok 
melakukan, mnengendalkan serte evaluasi kegiatan advokssi dan KIE program 
keluarga berencana 

Pasal 26 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud datamn Pasal 25,Sub Bidang 
Komurikasi, Informasi dan Edukasi memounyai fungsi 
a Penetapan kebiakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi, ttorrnasi 

dan Edukasi (KIE) skala Daerah 
b Pelaksanaan advokast KIE serta konseling program KB an Kesehatan 

Reproduksi Remaja (KRR) 
Pelakcsanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan 
kelembagaan, dan jaringan institusi program KB 

d. Penetapan kebijakan Kesehatan Reprodukgi Reraja (KR pencegahan 
HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPA skala Daerah 

e. Pemanfaatan tenaga SD4 pengelola, pendidk sebaya, dan konselor sebaya 
KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAP2A baik antara 
sektor pemerintah dengan seltor LS04A skala Daerah 

f Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsionall 
penyuluh KB 

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga 
Berencana sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 27 

Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berenana mempunyai tugas pokok melakukan 
mengendalikan serta evaluasi kegiatan pr0gram keluarga Deren0an 



, Penebpan kabir.kai janiGn dan Fr4rci re. peninsbbn pdjsipas p€
p.dub'efuk€angsun$nhjdupbu

b PenpseeaEai duk',!d Fbyam rujukai s &n kesehabn Epduk'.

penanggu.ng,nnagrdkel#4EFon

GPsnsIapanF*EnffipdayaH

kasoh.lanrcpdub.penruehnpd6pa!plia.p.r€,lgu|angaina3.5h
ks$fu ignrcf i lduks 'd 'ke ' l lgn{Fnhid4b! 'ba,d5d6nakska3

enFr.F€iB
penanggukn$nmesaahk6*bnef.tr*

lbbn olsrr K€P.ie Bd6is kelsroa
B.ci€n, $sua rL$s d.i tunltdya

l1)edais xdurea s.FhrsE Mrunya
opdsimr kLaaa $lahr'a

(2) 3 daio kruaGa saigfrl6d d qmpii dd @ &Fra y.@ b€rd' d h qi
dan batu@najMb kepada K€pd

Uniukmen}€ei9o6i5k'nlr4s9b4
Ke EQa Ssjahba mmpoyai tunqsi
5 Fmeiapan dirbn

6'h' (3G1, Bina keuafsa Remaja (8KR),
Bim KeLaGa bsia (B(). dfl usa Ptrid€rai Pendspsia. Keurca
s€jahted (UPPks) sbra De€h

cPembinaanbbisFiruidpa4fu
na.ajamen u$ha b4ibruaB Fsj.n4 d'n bmas *jahrez aasn

i4bb PtuaFrm r<€ua4a seiahre6

dPeaksanaanpdd,'plngdmjg2.4b€gipJakg]4olaksomryi

si ''BmlelrH Fqam KB n5s dia
qPemff iBnFqdab'6payedb@nibk@dudukandan

Pasal 28 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diraksud dalam Pasal 2,Sub Bidang 
Pelayanan Keluarga Berencana mnempuryai fungsi 
8 Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, 

penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu 
bay dan anark sk.ala Daerah 

b Penyelenggaran dukungan pelay.anal fukan KB an kesehatan1 Pep/oduksi, 
operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB peningkatan partisipasi pria 
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, 
bayidan anak skala Daerah 

c Penetapan perkiraan sasaran1 pea1yan1an1KB, sasaran pe0ingkatan1 per@n1a01a0 
eharian, $as0a1 p60in7gkata pats0pas/ pna, Sas@an Unmet Neef sasar an 
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan 
hidup tu, bayi. dan anak skala Daerat 

d Pererasian dan penetapan kriteria serta kelayakan terpat pelayanan KB dan 
kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pnia, penanggulangan mnasalah 
esehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, baryi dan anak skala 
Daerath 

e. Polaksanaan jaminan dan pelaynan KB peningkatan partisipasi pria 
penanggulangan mnasalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu 
bayi dan anak skala Da&rah 

f Pembinaan penyuluh KB 
g pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Bidang Keluarga 

Berencana sesuai tugas an fungsinya 

Bagan Keengmn 
Bidang Keluarga Sepahtera 

Pasal 29 

(1)8idang Keluarga Seyahtera mempunyai tugas tu9as pokok melakukan 
mengendahkan serta evaluasi kegiatan operasional keluarga sejahtera 

(2)Bila Keluarga Sejahtera dipimpin oleh saorang Kepala yang berada ibawah 
dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perermpuan dan 
Keluarga Berencana 

Pasal 30 

Untuk meryelenggarakan tugas sebagaimana dimnak.sud datamn Pasal 29 Bidang 
Kaluarga Sejahtera mempunyai fungsi 

Penetapan keboa.k.an an pen9er7Dang ketahanan dan pember aya.a0 
keluarga skala Daerah 

b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (8KB), Bina Keluarga Remaja (BKR) 
Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peringkatan Pendapatan Keluarga 
Sejahtera (UPPKS) skala Daerah 

c Pembinaan ten»s pening.at.an pen0get.ahu.an1, eteram0plan1, kewirausaha8i1 dar 
manaijemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan 
ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 
(UPPKS) skala Daerah 

d. Pelaksanaan pendampingar/ magang bagi para kader/anggota kelompok 
e Peningkatan kualitas lingkungan keluarge skala Daerah 
f Pelaksanaan operasional sistem informarsi ma.aje0en1 p/0gram1 KB nasional 
g. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dar 

keluarga 



Montuins. saluasi. *Ghi tuiib

j Peakanaan Iuss.bsas arn y4 dibdk3n r€p5r' B5&i Pemberdavaan
dl4asdanfuEsinF

(i ) B dans Ke uara ssjarisra bd,i &i :

(2) Masinoras ne Sub serE *basa nana d'maM p*a ayar o ) d p mp n oreh

Bidane xe €r3s. s0jahe6

iugasPdokm6|6kukan'
me^06^dalikai .ada .var6r k'Eab

U^okn.i}€sgg@kanlu9a39b3F

a PdnoraFi Fluduk briie pdsen'b3,.oo
Padasaan/Padoraan (rMP) daran FcE€h xB na3 mri

p* f r .np€fF@Fan
m E d. idandrian

c. Pdnyiapan peaksanan p€r€blian

ePanys|anggaBandukunganpdaym

lPanF6.np€iebp,nbl*pd'ggnbnga

s Penr.'err. p€ndM FraMam @rabn a4r': kcdir laba'an tur$dn5!

dbl]6kFl|,kfua'gasePhia€sesuai

mnFnda|kan@dd6ibliahpefu&yakduaaa

h Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta peryiapan sarana 
an1 pra1saran1% 
Monitoring, evaluasi, asistensi, fasiitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB 
nasibnal di Daerah 

j Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan kepala Badan Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 31 

(1Bidang Keluara Seahtera terdini dari 
a. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga 
b Sub Bidang Ketahanan institusi 

(2)Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
se0rang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungiarwab kepada Kepala 
Bidang Keluaraga Sejahtera 

Pasat 32 

Sub Bidang Ketahanan insttusi mempunyai tugas pokok melakukan 
mengendalkan serta evaluasi kegiatan pemberdayaan keluarga 

Pasat 33 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagamans imaksud dalam Pas.al 32 Sub 
Bidang Ketahanan Institusi mempunyai fungs 
a Penetapan petunjuk teknis pengemnbangan peran tngtitug/ Masyarakat 

Pedesaan/Perotaan (MP)y dalam program KB nasional, 
p Pendayagunaan pedoman perberdayaan dan penggerakan institusi 

masyarakat program KB nasional dalamn rangka kemandinian 
¢ Peniapan pelaksanan pengkajan dan pengembangan program Nasional di 

Daerah 
d Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan 

eluarga skala Daerah 
e Penyelenggaraan duuo9an pelryanan ketaha0an a pe000era/ya.an eluar ga 

skala Daerah 
f Penyerasian penetapan knitenia pengembangan etaha0an1 0an1 p001be0a1ya.87 

keluarga skala Daerah 
g. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kedit jabatan fungsion.all 

penyuluh KB 
h Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dbenkan Kepala Keluarga Sejahtera sesuai 

togas dan fungsinya 

Pasal 34 

Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga mempurryai tugas pokok melakukan, 
mengendaliken serta evaluasi kegiatan pemberdayaan keluarga 
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Pase 35 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dslam pasal 34 Sub 
Bidang Pemberdaya Keluer mnemnpurysi funs 
a Penetapan sasaran Bina Keluarga Bali#ta (8KB), Bina Keluarga Reraja (BKFR) 

Bina Keluarga Lansia (8KL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 
Sejahtera (UPPKS) Skala Daerah 

b. Pelaksanaan model-model kegiatan etahanan d.a1 pemberdaya.an euarga 
skala Daerah 

¢ Pembinaan teknis peningkatan pengauan, keterampian, ewiraus.ah aan1 dar 
manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera l alasan 
ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera 
(UPpKS) Skala Daerah, 

d Peningkatan kualitas ingkungan keluarga skala Daerah 
e Penetapan kebiakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga 

kecil berkualt.as dan jearing program skala Daerah 
f Penyelenggaraan kebiakan teknis operasional dan pelaksanaan progran 

kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas 
kualitas, darn mobilirtas) dengan permnbangunan di bi«dang ekonomni, sosial budary.a 
dan ling#ungan di Daerah 

g. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala 
Daerah 

h Pengelolaan data da intonrnasi program KB nasional serta peryiapan sarans 
dan prasaran%a, 
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dbenikan Kepala Keluarga Sejahtera sesua 
tugas dan fun9sinya 

Unit Pelakcsgna Tekni$ 

Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pemberdayaan Pererpuan dan Keluarga 
berencana mempunyai tugas melaksarakan sebagian tugas teknis Badan yang 
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di.bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Baan Pemnberdaryaan Perempuan dan Keluar ga Deren0a.a 

Pasal 37 

Untuk meryelenggarakan tugas sebagairmana dimnaksud dalarm Pas 35, Unit 
Pelaksana Teknis mempunyai fungsi 
a pelayanan urum di bidangnya 
b Pelayanan bidang Pemberdayaan Perempuan, bidang Keluarga Berencana dan 

bidang Keluarga Sejahtera 
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga berencana sesuai tugas dan fungsinya 

Pasa 38 

Pembagian Wayah Kerja pt pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga berencana sebagaimana tercanturn dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan di Persturan Bupat ini 
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KETENTUAN PENUTUP 

Pasat 39 

Uraian tugas Baden Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana akan 
ditetapkan lebih lanut oleh Bupati 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalamn Berta Daerah 

Ditetapkan di Jepara g pada tanggal 20 Al¢perter Al 

HENDRO MARTO.JO 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 20 Alcpale 2100 

SEKRE TARIS DAERAH 

OLH 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 108 NOMOR 21D 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR S Tobun 2008 
TANGGAL 20 Nopal 100 

PEMBAGIAN WILAY AH KER.JA UPT KB 

NO UT KB WIL_AYAH KER.JA 

- 
' UPT KB WILAYAH I 

KECAMATAN DONORO.JO, KEELING DAN 
KEM8ANG 

2 UPT KB WILAY AH Il 
KECAMATAN BANGSRI MLONGGO DAN 
PAKIS AJI 

3 (PT KB WILAYAH I 
KECAMATAN JEPARA, KARIMUN,JAWA DAN 
BATEALIT - - 

• UPI KB WILAYA IV KECAMATAN TAHUNAN DAN KEDUNG 

5 (KB WILAYAHV 
KECAMATAN PECANGAAN, KALIN'YAMATAN 
DAN WELAHAN 

6 UPT KB WILAYAH VI KECAMATAN NMAYONG DAN NALUMSARI 
- 

BUPATI JE 

HENDRO MARTOJO 


